
  

  

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO 
  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

NOMOR 26 TAHUN 2006 

TENTANG 

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2005 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONE BOLANGO, 

. a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya tahun anggaran 

2005, perlu dilakukan pertanggung jawaban pelaksanaan 

Agggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2005 : 

. bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 32 tahun 2004, Kepala Daerah menyampaikan 

rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban 

Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan 

yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling 

lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir : 

. bahwa Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango 

Tahun Anggaran 2006 perlu ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- 

pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999  



  

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republick 

Indonesia Nomor 4048) : 

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851) : 

. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) : 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten 

Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) : 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286) : 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan 

dan Kedudukan Majelis permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4310) : 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355) , 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4389) : 

7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286) : 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah 

ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4548) : 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4422) : 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi 

sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2952) : 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 

2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4022) : 

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4024) : 

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang 

Tatacara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4027): 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028) : 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pembinaa dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4090) : 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang 

Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4138) : 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4262) : 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara 
 



  

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah : 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

dan 

BUPATI BONE BOLANGO 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH — TENTANG PERTANGGUNG 

JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 2005 

Pasal 1 

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Bone Bolango Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut : 

1. Pendapatan : Rp. 121.169.452.573,- 

2. Belanja : Rp. 117.450.724.813,- 

Surplus :Rp. 3.718.727.760,- 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan : Rp. 302.620.606,- 

b. Pengeluaran :Rp. 3.536.556.750,- 

Surplus : Rp. 484 791.616,- 

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam 

lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari : 

1. Lampiran | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan 

Aa “--————— wib ane am ah la aagaran. 2005: 

 



  

4. Lampiran IV Catatan Badan Pemeriksa Keuangan atas 

Laporan Keuangan. 

Pasal 3 

Lampiran — lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

| 
Pasal 4 

| Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
| Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango. 

Ditetapkan di Suwawa 

pada tanggal 11 November 2006 

BUPATI BONE BOLANGO, 

  
ISMET MILE 

Diundangkan di Suwawa 

pada tanggal 11 November 2006 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

asa oi 

KARIM PATEDA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2006 NOMOR 26 

    

 


